BAB I
PENDAHULUAN
1.1  LATAR BELAKANG
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar eksistensinya berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Kabupaten Blitar Nomor 54 Tahun 2008 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Sebelumnya Urusan Komunikasi dan Informatika menjadi tanggung Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, yaitu pada Bidang komunikasi dan Informatika.
Selanjutnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar sebagai Organisasi Perangkat (OPD) yang membidangi Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, tentu diharapkan memenuhi tuntutan masyarakat utamanya dalam rangka memberikan pelayanan bidang kominfo kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi. Dengan  upaya  pemerataan  informasi  dan  pemenuhan  hak  publik  di  bidang kominfo yang dilaksanakan Dinas Kominfo maka diharapkan masyarakat akan lebih partisipatif memanfaatkan komunikasi dan informatika, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta implementasi e-government dalam rangka terwujudnya reformasi birokrasi di Kabupaten Blitar.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, maka diperlukan suatu perencanaan yang dapat menentukan arah kebijakan dan sasaran yang akan dicapai, sehingga diperlukan perencanaan. Untuk tingkat OPD ada 2 (dua) jenis perencanaan, yaitu Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). Rencana Strategis (Renstra)  Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  Dinas Komunikasi dan Informatika yang merupakan bagian dari Perencanaan Pembangunan daerah disusun atas program yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu  5 (lima) tahun sesuai   tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dengan mengacu pada visi misi dan program Kepala Daerah  yang tertuang dalam RPJM Daerah Kabupaten Blitar 2016-2021. Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar disamping berpedoman pada RPJMD juga harus memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur serta dengan memperhatikan isu-isu dan faktor-faktor strategis bidang Komunikasi dan Informatika, statistik, dan Persandian.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar tahun 2016-2021 merupakan bagian integral dari RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2016-2021 yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika setiap tahun mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Renja OPD menjadi acuan untuk penyusunan RKA-OPD (Rencana Kerja Anggaran OPD). 
1.2  LANDASAN HUKUM
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang   Republik   Indonesia   Nomor   32   Tahun   2004   tentang Pemerintahan  Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 tahun 2008 Tentang rencana   Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kab. Blitar Tahun 2005-2025.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
7. Peraturan Bupati Blitar Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
8. Peraturan Bupati Blitar Nomor 52 tahun 2017 tentang Rencana Strategis OPD
1.3  MAKSUD DAN TUJUAN
a.   Maksud
 Adapun maksud dari penyusunan renstra  adalah :

1. Sebagai pedoman arah pembangunan di bidang penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian di Kabupaten Blitar dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2016 s/d 2021. 
2. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan di Bidang Komunikasi dan Informatika, statistik, dan Persandian.

b.  Tujuan
Tujuan disusunnya Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar 2016 s/d 2021 adalah :

1.  Meningkatkan kualitas perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah; 

2.  Sebagai pedoman dalam  menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya agar lebih terarah, fokus dan sesuai dengan Renstra.
1.4  SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penulisan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar 2016-2021 sebagai berikut :
BAB I  P E N D A H U L U A N
1.1  Latar Belakang
Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra OPD, fungsi Renstra OPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan  Renstra  OPD,  keterkaitan  Renstra  OPD  dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi dan dengan Renja OPD.

1.2  Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Kominfo, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Komunikasi dan Informatika.

1.3  Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan

Renstra Dinas Komunikasi.

1.4  Sistematika Penulisan
Menguraikan   pokok   bahasan   dalam   penulisan   Renstra   Dinas

Kominfo, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II  GAMBARAN PELAYANAN
Berisi tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.

BAB III ISU-ISU  STRATEGIS  BERDASARKAN  TUGAS  POKOK,  FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi, penentuan isu-isu strategis.

BAB IV  VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.
Berisi mengenai Visi dan Misi, tujuan dan sasaran jangka menengah, serta strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar .
BAB V    RENCANA    PROGRAM,    KEGIATAN,    INDIKATOR    KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Berisi mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VI  INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Berisi indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Blitar.
BAB VII  P E N U T U P
BAB II 
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BLITAR
2.1  TUGAS,   FUNGSI   DAN   STRUKTUR   ORGANISASI   DINAS   KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BLITAR
Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 54 Tahun 2016, Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika dan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Persandian, dan Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Statistik. 

 Dalam rangka melaksanakan tugas dimaksud maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar memiliki fungsi :

1. Perumusan Kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan Persandian;

2. Pelaksanaan Kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan Persandian;

3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan Persandian;

4. Pelaksanaan Administrasi Dinas ;

5. Pembinaan UPTD; dan

6. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati .

         Dinas Komunikasi dan Informatika adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun Uraian Tugas dan Fungsi 

2.1.1 Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengumpulkan dan mengolah data dalam menyusun rencana program,monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan, menyelenggarakan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan urusan umum serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unit kerja di lingkungan Dinas.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris mempunyai fungsi :

7. penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Dinas;

8. pemantauan dan evaluasi hasil program kerja Dinas;

9. pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pemantauan program kerja Dinas;

10. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bidang-bidang pada Dinas; 

11. pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;

12. pelaksanaan fungsi tata usaha keuangan pada Dinas;

13. pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai;

14. pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai;

15. pengelolaan dan pengadministrasian perlengkapan kantor, pemanfaatan dan perawatan inventaris kantor;

16. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kepala dinas dan semua unit organisasi dilingkungan Dinas; dan
17. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya
1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas menghimpun dan mengolah data dalam rangka menyusun rencana program Dinas, monitoring dan evaluasi pelaporan serta penyusunan laporan, dan melakukan penyiapan, perencanaan anggaran pembiayaan,  pengelolaan dan mengkoordinir penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan  Dinas. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Sub Bagian Penyusunan Program mempunya fungsi :

18. pengumpulan bahan dan penganalisaan data guna penyusunan rencana kegiatan dan program kerja dinas.

19. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta penganalisaan hasil program kerja dinas.

20. penghimpunan dan penganalisaan data guna penyajian informasi tentang dinas.

21. pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil program kerja dinas.

22. penghimpunan data dan penyiapkan bahan kebutuhan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan Dinas.
23. Pelaksanaan pengelolaan anggaran keuangan belanja langsung maupun belanja tidak langsung.
24. pelaksanaan penyusunan, penatausahaan, verifikasi, dan pelaporan keuangan, serta pengujian pembayaran.

25. pelaksanaan penatausahaan kas dan urusan belanja anggaran kegiatan kebutuhan kantor.

26. pelaksanaan penyusunan kebutuhan operasional, verifikasi data dan dokumen keuangan, serta pelaporan keuangan.

27. pelaksanaan pengujian terhadap data dan dokumen permintaan pembayaran keuangan, serta dokumen pendukung.

28. pelaksanan penatausahaan data dan implementasi sistem informasi, pelaporan data dan perkembangan realisasi permintaan pembayaran keuangan dan perkembangan realisasi pencairan anggaran.

pelaksanan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Sub Bagian Umum dan  Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga, memelihara barang – barang inventaris, kepegawaian serta laporan berkala.
Untuk melaksanakan tugasnya Sub Bagian Umum dan  Kepegawaian mempunyai fungsi :

1. penyelenggaraan urusan administrasi kepegawaian lingkungan dinas.

2. penyelenggaran urusan rumah tangga, rapat – rapat, tamu – tamu dinas dan pelaksanaan kehumasan.

3. penyelenggaran urusan ketatausahaan, surat menyurat dan kearsipan.

4. penyusunan rencana kebutuhan barang, kebutuhan operasional kantor, termasuk inventarisasi barang, pengadaan, perawatan dan pemeliharaan barang perlengkapan dinas.

5. pelaksanaan penerbitan, pengamanan dan pemeliharaan kebersihan kantor dan lingkungan sekitarnya.

6. penyusunan laporan tahunan tentang barang inventarisasi kantor.

7. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.2 Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, pengelolaan opini publik, sumber daya komunikasi publik, kemitraan komunikasi, layanan informasi publik, pengelolaan informasi publik dan media publik.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :

29. perumusan    kebijakan    di    bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;
30. pengoordinasian pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah;
31. pengoordinasian penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi  publik;
32. pengoordinasian pelayanan  informasi  publik dan layanan hubungan media;
33. pengoordinasian  penguatan   kapasitas   sumber   daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten Blitar; 

34. penyiapan   bahan   pemberian   bimbingan   teknis   dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;
35. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang informasi dan komunikasi publik;
36. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
1. Seksi Pengelolaan Informasi dan Opini Publik 

Seksi Pengelolaan Informasi dan Opini Publik mempunyai tugas penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan terkait   fungsi pengelolaan opini    dan    aspirasi    publik    di    lingkup pemerintah
 daerah,  serta  pengelolaan   informasi  untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah di Kabupaten.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas seksi Pengelolaan Informasi dan Opini Publik mempunyai fungsi :

1. menyelenggarakan layanan monitoring  isu publik di media (media massa dan sosial); 
2. pengumpulan pendapat umum (survei, jajak pendapat); 
3. pengolahan aduan masyarakat; 
4. standardisasi pertukaran informasi untuk database informasi lintas sektoral; 
5. pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah; 
6. pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah di Kabupaten;
7. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja seksi;
8. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya

2. Seksi  Pengelolaan Media Komunikasi

Seksi Pengelolaan Media Komunikasi mempunyai tugas penyiapan bahanperumusan dan pelaksanaan kebijakan terkait   fungsi penyediaan konten lintas sektoral dan  pengelolaan media komunikasi  publik,  serta  penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten.
Seksi Pengelolaan Media Komunikasi mempunyai fungsi :

37. menyelenggarakan  layanan  perencanaan  komunikasi publik dan citra positif Pemerintah daerah;

38. pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal;

39. pembuatan konten lokal;

40. pengelolaan saluran komunikasi milik pemerintah daerah/media internal;

41. diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah;

42. pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik;

43. pengembangan sumber daya komunikasi publik di Kabupaten (Kelompok Informasi Masyarakat);

44. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja seksi;
45. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

3. Seksi Layanan Informasi

Seksi Layanan Informasi Publik mempunyai tugas penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan terkait   fungsi pelayanan informasi publik, serta layanan hubungan media di Kabupaten.
Seksi Layanan Informasi mempunyai fungsi :

46. menyelenggarakan layanan Pengolahan informasi publik untuk implementasi Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

47. pelayanan informasi publik untuk implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

48. layanan pengaduan masyarakat;

49. fasilitasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD
50. pengelolaan hubungan dengan media (media relations);

51. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja seksi;

52. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
2.1.3 Bidang Informatika

Bidang Informatika mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan e-Government dan pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), pengembangan aplikasi, keamanan informasi, layanan infrastruktur TIK, pemeliharaan dan pengendalian infrastruktur TIK.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Informatika mempunyai fungsi :

53. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan infrastuktur TIK;
54. layanan  pengembangan  intranet  dan  penggunaan akses internet; 
55. layanan    sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten dan layanan keamanan informasi e-Government; 

56. layanan manajemen data dan informasi e- Government;
57. layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi
 generik dan   spesifik   dan   suplemen   yang terintegrasi;
58. penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City;   

59. pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat;
60. layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten;
61. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya
1. Seksi Infrastruktur dan Keamanan Informasi

Seksi Infrastruktur dan Keamanan Informasi mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan terkait fungsi layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah  Kabupaten, layanan  keamanan informasi e-Government di Kabupaten Blitar

Seksi Infrastruktur dan Keamanan Informasi mempunyai fungsi :

62. menyelenggarakan layanan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC);

63. layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi e-Government;

64. layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan Teknologi Informatika;

65. Government Cloud Computing;

66. layanan   pengelolaan   akses   internet   pemerintah   dan publik;

67. layanan filtering konten negatif;

68. layanan interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah;

69. layanan penyediaan  prasarana  dan  sarana  komunikasi pemerintah;

70. layanan  bimbingan  teknis  dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur pemerintahan;

71. layanan monitoring trafik elektronik;

72. layanan penanganan insiden keamanan informasi;

73. layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang keamanan informasi;

74. layanan keamanan informasi pada Sistem Elektronik Pemerintah Daerah;

75. pelaksanaan audit TIK;

76. penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif;

77. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja seksi;
78. melaksanakan tugas kedinasan la in sesuai bidang tugasnya

 2. Seksi Pengembangan Aplikasi dan Tata Kelola E-Goverment
Seksi Pengembangan Aplikasi dan Tata Kelola E-Goverment, mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan terkait fungsi Layanan  manajemen  data  dan  informasi  e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik & suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City di Kabupaten.
Seksi Pengembangan Aplikasi dan Tata Kelola E-Goverment mempunyai fungsi :

79. menyelenggarakan Penetapan standar format data dan informasi;
80. layanan recovery data dan informasi;

81. layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan;

82. layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem Informasi Publik;

83. layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi, Layanan pemeliharaan aplikasi kepemerintahan dan publik;

84. layanan interoperabilitas;

85. layanan interkonektivitas layanan publik dan kepemerintahan Layanan   Pusat   Application   Programm   Interface   (API) daerah;

86. layanan pengembangan Business Process Re-engineering  pelayanan  di  lingkungan  pemerintahan  dan non pemerintah (Stakeholder Smart City);

87. layanan Sistem Informasi Smart City;

88. layanan interaktif Pemerintah dan Masyarakat;

89. layanan penyediaan sarana dan sarana pengendalian Smart City;

90. menyelenggarakan
layanan pengembangan aplikasi pemerintahan  dan  pelayanan  publik  yang  terintegrasi;

91. layanan pemeliharaan   aplikasi   kepemerintahan   dan publik;
92. Fasilitasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
93. pemberian ijin/rekomendasi urusan informatika sesuai kewenangan daerah;
94. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja seksi;
95. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya
3. Seksi Pengembangan Sumber Daya TIK  

Seksi Pengembangan Sumber Daya TIK mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan  kebijakan  terkait   fungsi layanan
 penyelenggaraan Government   Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Kabupaten, pengembangan sumber daya TIK pemerintah Kabupaten dan masyarakat, layanan  nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten. Seksi Pengembangan Sumber Daya TIK mempunyai fungsi :

96. menyelenggarakan layanan Penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-Government Kabupaten;

97. layanan koordinasi kerja sama lintas OPD, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat  serta  non  pemerintah;

98. layanan  integrasi pengelolaan TIK dan e-Government Pemerintah Kabupaten/Kota;

99. layanan  peningkatan  kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK;

100. layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi e- Government dan Smart City;

101. layanan implementasi e- Government dan Smart City;

102. promosi pemanfaatan layanan Smart City;

103. layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan;

104. menetapkan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

105. layanan pengelolaan domain dan sub domain Pemerintah Kabupaten;

106. layanan  peningkatan  kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, Portal dan website;

107. menetapkan dan merubah nama Pejabat Domain;

108. menetapkan merubah nama domain dan sub domain;

109. menetapkan tata kelola nama domain, sub domain;

110. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja seksi;
111. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
2.1.4. Bidang Statistik dan Persandian

Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Statistik dan Persandian untuk pengamanan informasi.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas  Bidang Statistik dan Persandian mempunyai fungsi :

112. penyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang Statistik dan Persandian untuk pengamanan informasi ;
113. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Statistik dan Persandian untuk pengamanan informasi; 
114. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang Statistik dan Persandian untuk pengamanan informasi;
115. penyiapan   bahan   pemberian   bimbingan   teknis   dan supervisi di bidang Statistik dan Persandian untuk pengamanan informasi; dan
116. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Statistik dan Persandian untuk pengamanan informasi.
1. Seksi Statistik Sektoral

Seksi Statistik Sektoral mempunyai tugas Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan terkait   pengelolaan statistik sektoral di Kabupaten Blitar.

Seksi Statistik Sektoral mempunyai Fungsi :

1. pengelolaan kebijakan, operasional, rencana dan program, norma, standar, prosedur, kriteria, inventarisasi, koordinasi pembinaan dan dan pengembangan sesuai dengan urusan seksi; 

2. melakukan pengumpulan, verifikasi dan pemutakhiran data pembangunan daerah;
3. melakukan validasi data yang bersumber dari seluruh OPD, BPS dan instansi lain yang terkait dengan pengumpulan data;
4. menyusun dan memelihara statistik hasil-hasil pembangunan;
5. melakukan koordinasi, konsultasi dan kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas seksi;
6. pelayanan teknis administrasi;
7. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja seksi;
8. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya

2. Seksi Pengelolaan dan Evaluasi Data
Seksi Pengelolaan dan Evaluasi Data mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan dan evaluasi data di Kabupaten Blitar.  Seksi Pengelolaan dan Evaluasi Data mempunyai Fungsi :

117. pengelolaan kebijakan, operasional, rencana dan program, norma, standar, prosedur, kriteria, inventarisasi, koordinasi pembinaan dan dan pengembangan sesuai dengan urusan seksi; 

118. melakukan analisis dan pengolahan data hasil pelaksanaan rencana pembangunan;
119. menyusun dan mempublikasikan data statistik daerah baik secara manual/dokumen maupun secara elektronik;

120. melakukan koordinasi, konsultasi dan kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas seksi;
121. pelayanan teknis administrasi;
122. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja seksi;
123. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya

3. Seksi Persandian

Seksi Persandian mempunyai tugas menyelenggarakan persandian untuk pengamanan informasi di Kabupaten Blitar. 

Seksi Persandian mempunyai fungsi :

124. Perumusan kebijakan keamana informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;

125. Penyusunan peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi yang meliputi pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya manusia sandi, pengelolaan perangkat lunak sandi, pengelolaan perangkat keras persandian dan pengelolaan jaringan komunikasi sandi;

126. Penyusunan teknis operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;

127. Penyusunan teknis operasional pengamanan komunikasi sandi;

128. Penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi teerhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklarifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi,

129. Pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;

130. Pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian dan keamanan informasi milik pemerintah daerah;

131. Pengelolaan proses pengamanan  informasi milik pemerintah daerah;

132. Pengiriman, penyimpanan, pemanfaaatan, dan penghancuran informasi berklasifikasi;

133. Penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi;

134. Peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah  daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan / atau seminar;

135. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan / atau seminar;

136. Pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;

137. Pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;

138. Penyusunan rencana kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten; 

139. Penyusunan rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten;

140. Perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah  di lingkungan pemerintah kabupaten;

141. Koordinasi pelaksanaan hubungan komunikasi antar perangkat daerah  di lingkungan pemerintah kabupaten dan komunikasi sandi antar perangkat daerah  di lingkungan pemerintah kabupaten; 

142. Pengamanan terhadap kegiatan/asset/fasilitas/instalasi penting/vital/kritis melalui kontra penginderaan dan / atau metode pengamanan persandian lainnya;

143. Pengamanan informasi elektronik; 

144. Pengelolaan Security Operation Center (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;

145. Pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi;

146. Penyusunan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi, dan operasional pengamanan komunikasi sandi;

147. Pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

148. Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandi

2.1.5  Kelompok Jabatan Fungsional

149. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

150. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.

151. Jenis jenjang dan jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

STRUKTUR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BLITAR
(Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016)
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2.2  SUMBER DAYA DINAS KOMINFO KABUPATEN BLITAR
Jumlah pegawai dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika sebanyak 40 orang dengan rincian sebagai berikut :

a.  Komposisi Status Kepegawaian :
	No.
	Status Kepegawaian
	Jumlah
	Prosentase

	1
	PNS
	27 orang
	(90%)

	2
	CPNS
	4 orang
	(0%)

	3
	Honorer
	3 orang
	(10%)

	
	Jumlah
	30 orang
	(100%)


b.  Komposisi Eselon PNS
	No.
	Eselon PNS
	Jumlah
	Prosentase

	1
	Eselon II.b
	1 orang
	(3.3%)

	2
	Eselon III.a
	1 orang
	(3.3%)

	3
	Eselon III.b
	3 orang
	(10%)

	4
	Eselon IV.a
	11 orang
	(36.7%)

	5
	Staf
	14 orang
	(46.7%)

	
	Jumlah
	  30 orang
	(100%)


c. Komposisi Pendidikan
	
No.
	Pendidikan PNS
	Jumlah
	Prosentase

	1

	SLTA
	7 orang
	(23.4%)

	2
	S1
	18 orang
	(60 %)

	3
	S2
	5 orang
	(16.6%)

	
	Jumlah
	30 orang
	(100%)


d.   Komposisi Pendidikan Pegawai Tidak Tetap (Tenaga Kontrak) :
	No.
	Pendidikan Pegawai Tidak

Tetap
	Jumlah
	Prosentase

	1
	SMK
	1 orang
	(33.3%)

	2
	S 1
	2 orang
	(66.7%)

	
	Jumlah
	3 orang
	  (100%)


e.  Komposisi Umur PNS :

	No.
	Umur PNS
	Jumlah
	Prosentase

	1
	< 25 th
	-
	

	2
	25 – 30 th
	2 orang
	( 6.7%)

	3
	31 – 40 th
	9 orang
	(30%)

	4
	41 – 50 th
	9 orang
	(30%)

	5
	51 – 55 th
	6 orang
	(20%)

	6
	> 56 th
	4 orang
	(13.3%)

	
	Jumlah
	30 orang
	(100%)


f. Komposisi Pegawai menurut Jenis Kelamin
	No.
	Pegawai menurut gender
	Jumlah
	Prosentase

	1
	Laki-laki
	20  orang
	(66.7%)

	2
	Perempuan
	10  orang
	(33.3%)

	
	Jumlah
	30 orang
	(100%)


TABEL 2.2
ASET DINAS KOMINFO KABUPATEN BLITAR

	No
	Nama Barang
	Jumlah
	Kondisi

	1
	Global Positioning System
	2
	2
	Baik
	0 Kurang Baik

	2
	Mesin Ketik Manual Portable
	2
	2
	Baik
	0 Kurang Baik

	3
	Rak Besi/metal
	4
	4
	Baik
	0 Kurang Baik

	4
	Rak kayu
	1
	1
	Baik
	0 Kurang Baik

	5
	Filling Besi/Metal
	1
	1
	Baik
	0 Kurang Baik

	6
	Brankas
	1
	1
	Baik
	0 Kurang Baik

	7
	Papan nama Instansi
	1
	1
	Baik
	0 Kurang Baik

	8
	Lemari Kayu
	3
	3
	Baik
	0 Kurang Baik

	9
	Meja kayu/ Rotan
	5
	4
	Baik
	1 Kurang Baik

	10
	Meja Rapat
	1
	1
	Baik
	0 Kurang Baik

	11
	Kursi Rapat
	13
	13
	Baik
	0 Kurang Baik

	12
	Kursi Biasa
	7
	7
	Baik
	0 Kurang Baik

	13
	Kursi Lipat
	13
	13
	Baik
	0 Kurang Baik

	14
	Meja Komputer
	9
	9
	Baik
	0 Kurang Baik

	15
	Meja 1/2 Biro
	2
	2
	Baik
	0 Kurang Baik

	16
	AC Split
	1
	1
	Baik
	0 Kurang Baik

	17
	Televisi
	1
	1
	Baik
	0 Kurang Baik

	18
	Compact Disc
	1
	1
	Baik
	0 Kurang Baik

	19
	Handy Cam
	1
	1
	Baik
	0 Kurang Baik

	20
	Internet
	1
	1
	Baik
	0 Kurang Baik

	21
	PC unit
	16
	16
	Baik
	0 Kurang Baik

	22
	Laptop
	6
	6
	Baik
	0 Kurang Baik

	23
	Note Book
	1
	1
	Baik
	0 Kurang Baik

	24
	Hard Disk
	2
	2
	Baik
	0 Kurang Baik

	25
	Monitor
	2
	2
	Baik
	0 Kurang Baik

	26
	Printer
	12
	12
	Baik
	0 Kurang Baik

	27
	Peralatan Personal komputer lain-lain
	1
	1
	Baik
	0 Kurang Baik

	28
	Server
	5
	5
	Baik
	0 Kurang Baik

	29
	Router
	6
	6
	Baik
	0 Kurang Baik

	30
	Hub
	16
	16
	Baik
	0 Kurang Baik

	31
	Modem
	6
	6
	Baik
	0 Kurang Baik

	32
	Netware Interface External
	1
	1
	Baik
	0 Kurang Baik

	33
	Peralatan Jaringan lain-lain
	50
	50
	Baik
	0 Kurang Baik

	34
	Camera + Attachment
	3
	3
	Baik
	0 Kurang Baik

	35
	Proyektor + Attachment
	2
	2
	Baik
	0 Kurang Baik

	36
	Audio Amplifier
	1
	1
	Baik
	0 Kurang Baik

	37
	Unintemuptible Power Supply
	15
	15
	Baik
	0 Kurang Baik

	38
	Pesawat Telephone
	2
	2
	Baik
	0 Kurang Baik

	39
	Unit Pemancar VHF/FM Portable
	1
	0
	Baik
	1 Kurang Baik

	40
	Peralatan Antena HF/SW lain-lain
	1
	1
	Baik
	0 Kurang Baik

	41
	Peralatan Antena UHF lain-lain
	1
	1
	Baik
	0 Kurang Baik

	42
	Self Supporting Tower
	2
	2
	Baik
	0 Kurang Baik


2.3    KINERJA PELAYANAN DINAS KOMINFO KABUPATEN BLITAR
  Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo Kabupaten Blitar meliputi :

a. TELECENTER 
Merupakan pusat informasi bagi masyarakat berbasis TIK dalam   rangka   memberdayakan   masyarakat   yang   dikelola   oleh masyarakat. Fasilitas ini disediakan untuk memberikan kemudahan pada masyarakat dalam mengakses informasi secara cepat dan murah. Telecenter merupakan tempat dilaksanakan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan, juga pertemuan-pertemuan warga.   Dengan telecenter, masyarakat dapat melakukan  banyak  kegiatan  komunikasi  mencari  informasi, berkomunikasi dengan pihak lain, dan mendapatkan layanan sosial dan ekonomi. Semuanya dilakukan dengan dukungan TIK, misalnya melalui telepon, komputer dan sambungan internet. Selain itu telecenter dapat mendukung kegiatan ekonomi masyarakat dengan dukungan media dan teknologi untuk memudahkan survey pasar, pemasaran dan transaksi. Saat ini ada 2 telecenter yang aktif di Kabupaten Blitar, yang mana salah satunya merupakan hibah dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Telecenter yang beroperasi saat ini berada di Kecamatan Nglegok bernama Telecenter Bumi Penataran yang merupakan Hibah dari Dinas Kominfo Jawa Timur dan di Kecamatan Kanigoro bernama Minggirsari Telecenter.
b. PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR TIK
Infrastruktur Teknologi Informasi terdiri dari sekumpulan perangkat keras dan aplikasi perangkat lunak yang diperlukan untuk menjalankan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan secara keseluruhan. Dalam hal ini Pengembangan infrastruktur TIK merupakan   layanan   fasilitasi keterhubungan antar OPD untuk mengintegrasikan, sistem informasi, pertukaran data dan informasi dalam rangka mengimplementasikan e- goverment dan layanan publik. Sampai denga  akhir tahun 2018, Dinas Komunikasi dan Informatika juga mengelola Command center dengan 17 aplikasi teringrasi di dalamnya. 
c. PEMBERDAYAAN  KELOMPOK  INFORMASI  MASYARAKAT  (KIM) 
Merupakan  upaya  untuk  memberdayakan  lembaga  komunikasi  sosial yang berbasis kelompok masyarakat dengan tugas untuk mengumpulkan,        mengolah dan menyebarluaskan informasi khususnya yang berkenaan dengan potensi wilayah sekitarnya. Di Kabupaten Blitar saat ini ada 7 Kelompok Informasi masyarakat yang berpotensi untuk dikembangkan, namun demikian jumlah ini akan terus dikembangkan guna membantu terwujudnya masyarakat informasi di Kabupaten Blitar.
d. LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)
Indonesia merupakan negara kepulauan dengan lebih dari 13.000 pulau. Infrastruktur teknologi informasi masih menjadi kendala besar dalam implementasi eprocurement. Di sebagian besar wilayah, internet masih merupakan barang yang mahal. E-procurement memerlukan bandwith yang cukup besar karena di dalamnya ada proses upload dokumen dengan ukuran beberapa megabyte. Sangat tidak efisien, atau tidak mungkin, jika ada satu server tunggal, di Jakarta misalnya, untuk melayani seluruh instansi di Indonesia. Oleh karena itu, setiap instansi perlu membangun LPSE dan memiliki server sendiri.

LPSE atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah penyelenggara sistem elektronik pengadaan barang/jasa pemerintah. LPSE sendiri mengoperasikan sistem e-procurement bernama SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) yang dikembangkan oleh LKPP. Melalui layanan ini, diharapkan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah akan lebih transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Saat ini LPSE Kabupaten Blitar telah memenuhi 17 Standart LPSE dan menggnakan SPSE versi 4.3.
e. TELECENTER MINI (TAMAN INTERNET)

Internet merupakan singkatan dari interconnected networking yang berarti jaringan  komputer yang saling terhubung antara satu komputer dengan komputer yang lain  yang membentuk sebuah jaringan komputer di seluruh dunia, sehingga dapat saling  berinteraksi, berkomunikasi, saling bertukar informasi atau tukar menukar data. Secara fisik, internet dapat digambarkan seperti jaring-jaring yang menyerupai jaring  laba-laba yang menyelimuti bumi yang terhubung melalui titik-titik (node). Node  dapat berupa komputer maupun peralatan (peripheral) lainnya. Internet dari waktu ke waktu semakin dibutuhkan oleh berbagai elemen masyarakat maupun dalam bidang usaha untuk berbagai kebutuhan. Baik untuk meningkatkan produktivitas ataupun sarana bertukar data dan juga akses informasi maupun hiburan secara online yang sangat lengkap. Taman internet diharapkan dapat membantu masyarakata dalam memperoleh layanan internet setiap saat. Saat ini terdapat 2 taman internet yaitu di RTH Wlini dan Alun- alun Lodoyo
f. PENERBITAN MAJALAH PENATARAN
Majalah Penataran merupakan sarana pelayanan informasi Pemerintah Kabupaten Blitar melalu media cetak. Tujuan dari adanya Majalah Penataran adalah untuk memberikan berbagai macam informasi, khususnya yang terjadi di lingkup Pemerintah Kabupaten Blitar. Selain memberikan informasi tentang pemerintah Kabupaten Blitar, Majalah Penataran memberikan berbagai macam informasi terkait kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Blitar. Penerbitan Majalah Penataran merupakan salah satu sarana strategis sebagai jembatan antara OPD, Pemerintah dan Masyarakat, agar program dan kebijakan pemerintah dapat tersebar secara luas dan merata. Isi berita dari majalah Penataran selain berkaitan tentang berita Pemerintah Kabupaten Blitar, mengangkat juga tentang aspirasi masyarakat, kuliner, kebudayaan, dan, pariwisata, prestasi-prestasi yang diraih Kabupaten Blitar, sosok berprestasi dan pekerja yang terlupakan jasanya namun memiliki peran yang penting bagi kehidupan.

g. PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN WEBSITE

Merupakan  fasilitas  akses  informasi  berbasis  TIK untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat melalui situs www.blitarkab.go.id. Melalui kegiatan ini, dihadirkan pula content- content baru yang dapat memberikan informasi yang lebih mutakhir mengenai kegiatan dan prestasi pemerintah daerah Kabupaten Blitar. Website ini telah memiliki 60 sub domain untuk setiap OPD ditambah website transparansi, website PPID dan Website Dokumentasi
h. PUBLIKASI INFORMASI MELALUI MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK

Meskipun perkembangan teknologi informasi sudah semakin pesat, namun keberadaan media cetak maupun elektronik sebagai wahana penyebar informasi kepada masyarakat masih diakui eksistensinya. Publikasi informasi pada kegiatan ini dilakukan melalui cetak leaflet, baliho, spanduk Koran nasional maupun regional, media televisi lokal maupun regional, dan radio. Diharapkan program- program pemerintah daerah dapat lebih maksimal terpublikasi kepada masyarakat.

i. PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN DATA STATISTIK

Ketersediaan data dan statistik yang akurat sangat diperlukan dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah ke depan. Dengan data yang akurat dan detail, diharapkan arah pembangunan dapat tepat sasaran dan sesuai dengan visi misi kepala daerah dan sejalan dengan arah kebijakan Nasional. Kebijakan pemerintahnuntuk membangun one data kemudian mendorongDinas komunikasi dan informattika untuk membangun sistem ini
2.4
TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN KINERJA OPD DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BLITAR
Pengembangan pelayanan Dinas Kominfo Kabupaten Blitar dalam 5 tahun ke depan memiliki peran yang strategis sebagai pusat data center dan TIK di Kabupaten Blitar, sehingga perlu adanya persiapan dalam beberapa hal baik dalam penyediaan perangkat keras maupun lunak dalam menghadapi tantangan pengembangan layanan TIK. Untuk mewujudkan Kominfo sebagai pusat data center di Kabupaten Blitar tentu saja perlu dorongan good will dari pimpinan dan stake holder lainnya untuk dapat mengimplementasikan rencana strategis disamping juga memberikan SDM yang mumpuni dapat mengaplikasikan TIK tersebut.

Beberapa tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan TIK yaitu :
2.4.1   Tantangan :
1.
Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik

2.  Kesenjangan informasi di masyarakat

3.  Pesatnya perkembangan TIK

4.  Ketersediaan Infrastruktur TIK yang belum merata

5.  Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap TIK

6.   Keanekaragaman data statistik
7.   Pengamanan Informasi
2.4.2   Peluang :
1.  Kepedulian pimpinan terhadap bidang kominfo, statistik, dan Persandian

2.  Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan

3.  Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik

4.  Kebutuhan pengembangan muatan e-Government

5.  Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi

6.
Kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan
Tabel   2.4
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Komparasi Sasaran Renstra Dinas Kominfo Kabupaten Blitar 
dan Renstra Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur
	No
	Sasaran pada Renstra Dinas Kominfo Kabupaten Blitar
	Indikator Kinerja
	Sasaran pada Renstra Dinas Kominfo Provinsi

	1. 
	Meningkatnya Pelayanan Berbasis Teknologi Informasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik
	Predikat Kategori PPID
	1. Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan Infrastruktur TIK dan Layanan Informasi Publik

2. Meningkatnya Manajemen TIK menuju East Java Smart Province

3.  Meningkatnya Ketersediaan data statistic pembangunan yang dipublikasikan

	
	
	Persentase Sistem Infomasi yang aktif 

	

	
	
	Persentase data Pembangunan Daerah yang Tepat Waktu


	


BAB II

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1  Identifikasi  Permasalahan  Berdasarkan Tugas  dan  Fungsi  Pelayanan OPD
Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar tidak bisa lepas dari isu- isu strategis yang muncul dan berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, perkembangan tersebut didasarnya meningkat dan berubahnya nomerklatur yang pada tahun 2016 dari bidang komunikasi dan informatika menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika. 
Dari sekian banyak tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar yang merupakan bentuk penyelesaian dari masalah-masalah yang ada di intern pemerintah daerah dan masyarakat. Tugas dari Dinas Komunikasi dan Informatika menurut Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Kabupaten Blitar Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar sebagai Organisasi Perangkat (OPD) yang membidangi Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, tentu diharapkan memenuhi tuntutan masyarakat utamanya dalam rangka memberikan pelayanan bidang komunikasi dan informatika kepada masyarakat sehingga terwujud   penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi. Dengan  upaya  pemerataan  informasi  dan  pemenuhan  hak  publik  di  bidang kominfo yang dilaksanakan Dinas Kominfo maka diharapkan masyarakat akan lebih partisipatif memanfaatkan komunikasi dan informatika, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta implementasi e-government dalam rangka terwujudnya reformasi birokrasi di Kabupaten Blitar. Mengacu pada hal- hal tersebut berikut identifikasi permasalahan :

Tabel 3.1
 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar
	No.
	Aspek Kajian
	Capaian/ kondisi saat ini
	Faktor yang mempengaruhi pelayanan
	Permasalahan pelayanan OPD

	
	
	
	OPD Internal (kewenangan internal)
	Eksternal (diluar kewenangan OPD)
	

	1.
	Website OPD yang dikembangkan
	60 OPD
	Peningkatan penyebarluasan informasi OPD
	Kurangnya wahana dan sarana informasi kepada masyarakat
	Pemahaman dan kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap tugas pokok dan fungsi OPD

	2.
	Sarana dan prasarana komunikasi dan informasi masyarakat
	7 KIM 
	Peningkatan sosialisasi pengoptimalan kelompok informasi masyarakat
	Kesadaran masyarakat dalam pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang masih rendah
	Belum maksimalnya sosialisasi manfaat pengembangan KIM 

	3. 
	Aplikasi pelayanan OPD dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
	68 Aplikasi
	Peningkatan pengembangan SDM dan server dalam pengembangan aplkasi pelayanan
	Masih rendahnya program dan kegiatan yang mengarah pada pengembangan aplikasi pelayanan OPD
	Belum optimalnya OPD yang terkait dalam pelayanan untuk meningkatkan pelayanan OPD

	4
	Kualitas dan kuantitas persandian
	Sistem persandian manual
	Peningkatan pengembangan SDM dan sarana prasarana persandian yang modern 
	Belum optimalnya sistem persandian 
	Masih rendahnya SDM dan sistem persandian yang modern


3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bupati dan Wakil Bupati Blitar terpilih mempunyai visi “Menuju Kabupaten Blitar Lebih Sejahrera, Maju dan Berdaya Saing”, yang akan dicapai melalui misinya yaitu :

1. Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat melalui akselerasi program pengentasan kemiskinan, optimalisasi dan pengembangan program pembangunan dan kemasyarakatan yang tepat sasaran;

2.
Memantapkan
kehidupan
masyarakat
berlandaskan
nilai-nilai keagamaan, kearifan lokal dan hukum melalui optimalisasi kehidupan beragama dan kehidupan sosial serta penerapan peraturan perundang- undangan;

3.
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat melalui peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan serta kemudahan akses memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan yang memadahi;

4.
Meningkatkan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  melalui  reformasi birokrasi serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi;

5.
Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat yang  memiliki   daya  saing  melalui   peningkatan  keterampilan   dan keahlian, pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM, ekonomi kreatif serta potensi lokal daerah;

6.
Meningkatkan  pembangunan  berbasis  desa  dan  kawasan  perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Apabila kita pahami dengan seksama dari visi kepala daerah terpilih, maka kita dapat menarik suatu garis besar bahwa dari visi dikaitkan dengan tugas  dan  fungsi  Dinas Komunikasi dan Informatika  adalah misi ke 4 yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui sasaran ke enam yaitu menerapkan pelayanan public yang transparan, akuntabel, dan efisien. Dengan arah kebijakan peningkatan standar kualitas pelayanan OPD serta penyebarluasan informasi pemerintah daerah dengan media informasi yang tepat dan akurat sehingga bisa diterima dan diakses oleh segenap lapisan masyarakat. 
Sedangkan bila dikaitkan dari visi maju dan  berdaya saing apabila dikaitkan dengan program  Pengelolaan informasi publik dan program informasi informatika adalah peningkatan sistem informasi dan pelayanan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan mutu dan kecepatan pelayanan serta keterbukaan informasi. Selain itu juga mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yang bergerak dalam usaha kecil menengah (UKM) dalam meningkatkan dan memperkenalkan usaha yang mereka kembangkan dengan mendekatkan dan mensosialisasikan penting dan efektifnya teknologi informasi dan komunikasi dalam peningkatan usaha.
3.3 Telaahan  Renstra  Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur
Tabel 3.3
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Permasalahan Pelayanan OPD Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

	No
	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L
	Permasalahan Pelayanan OPD Provinsi
	Sebagai Faktor

	
	
	
	Penghambat
	Pendorong

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1.
	Masih adanya kesenjangan komunikasi social dan teknologi  informasi di masyarakat antara propinsi besar dengan propinsi yang masih tertinggal
	Masih terjadinya kesenjangan di bidang

komunikasi sosial dan

teknologi informasi (digital device) di masyarakat khususnya antara desa dan kota.


	· Terbatasnya sumberdaya manusia yang trampil dan Professional
· Kurangnya kemampuan mengintegrasikan Sistem Informasi dan Database OPD
· Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi masyarakat

· Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK
· Belum ada aturan baku yang mengatur urusan bidang komunikasi dan informatika seperti website, hosting dan colocation dll

· Belum optimalnya layanan penyelenggaraan pos dan telekomunikasi


	· Kepedulian pimpinan terhadap bidang kominfo 
· Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan 
· Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan public
· Pengembangan muatan e- Government 
· Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik

	2.
	Belum meratanya penyebaran teknologi informasi di daerah perbatasan dan terpencil
	Belum optimalnya penyebarluasan

informasi kepada

masyarakat
	
	

	3.
	Belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
	Belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
	
	

	4.
	Belum siapnya daerah dalam menyusun rencana induk tata kelola TIK
	Belum adanya Rencana Induk Tata Kelola TIK (Perpres No. 81 tahun

2010 tentang Grand

Design Reformasi

Birokrasi Tahun 2010 –
2025).
	
	


3.4  TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN  LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

3.4.1 Telaah RTRW

Tabel 3.4.1
Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

	No
	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi OPD
	Permasalahan

Pelayanan OPD
	Faktor

	
	
	
	Penghambat
	Pendorong

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1.

2.

3.


	Masih rendahnya pemanfaatan teknologi informasi (TI) dalam pelaksanaan tata kelola/administrasi/manajemen pemerintahan serta pelayanan publik.

Belum optimalnya pembangunan dan tata kelola/administrasi/manajemen pemerintahan Desa/Kelurahan.  

Belum optimalnya pengembangan perekonomian lokal berbasis koperasi dan UMKM (terutama sumber daya manusia pengelola) 
	Masih rendah perencanaan dan pelaksanaan pengembangan teknologi informasi dalam pengembangan pelayanan OPD dan kurang optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengembangan usaha kecil
	Rendahnya kualitas sumber daya manusia (aparatur dan masyarakat)  dalam pengembangan teknologi informasi
	Pembentukan OPD baru dapat mendorong perencanaan dan pelaksanaan kualitas pelayanan kepada masyarakat

Menciptakan pengembangan IT berjalan dengan lebih baik 
 


3.5  Penentuan Isu isu strategis

Pada Penentuan isu-isu strategis berdasarkan telaah yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, adapun telaah tersebut antara lain : 

1. Tantangan dan peluang OPD
2. Telaah  dan  identifikasi  masalah  berdasarkan  tugas  pokok  dan  fungsi pelayanan OPD, 
3. Telaah dan identifikasi berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah. 
4. Telaah dan identifikasi Pelayanan OPD berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya; 
5. Telaah dan identifikasi Pelayanan OPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat
dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya 
Berdasarkan  telaah  tersebut  maka  isu-isu  strategis  yang  ada  pada Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mencapai target kinerja 2016-2021 antara lain: 

a.  Isu Internal 

1. Peningkatan anggaran untuk peningkatan Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika
2. Peningkatan penerapan sistem informasi dan teknologi di organisasi 
3. Peningkatan kapasitas aparatur yang telah mengikuti diklat/bimtek 
4. Peningkatan dukungan sarana dan prasarana yang memadahi 
5. Peningkatan program-program kementerian terhadap kinerja komunikasi dan informatika 
6. Peningkatan kebijakan-kebijakan pimpinan yang mendukung kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 
7. kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur 
8. Perencanaan dan pelaporan yang kurang akurat dan transparan 
9. Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan yang belum maksimal 
10. Monitoring hasil pelaksanaan kegiatan yang belum maksimal

b. Isu Eksternal 
1. Teknologi pemantauan perubahan iklim dan IT yang semakin berkembang 
2. Dukungan dan kebijakan kementerian komunikasi dan Informatika yang mendorong kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika
3. Tuntutan akan peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur

4. Perkembangan teknologi informasi dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
BAB IV 

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN
4.1  Visi dan Misi Kepala Daerah
Pelaksanaan keterbukaan informasi dalam upaya mewujudkan pelayanan pemerintahan daerah yang transparan, akurat, dan efisien merupakan amanat Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2008 yang harus diupayakan secara optimal, terwujud dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Termasuk peningkatan pelayanan dan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Blitar, karena pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Berpijak pada arah pembangunan peningkatan pelayanan dan keterbukaan informasi publik Kabupaten Blitar dan berbagai capaian  periode 2016-2021 yang signifikan, potensi, dan isu-isu strategis, serta
 tantangan pengembangan  good government dalam upaya peningkatan pelayanan serta keterbukaan informasi public Kabupaten Blitar lima tahun ke depan, dan visi misi program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Blitar terpilih yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021: “Menuju Kabupaten Blitar lebih Sejahtera, Maju dan Berdaya Saing”.

Dalam mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar 2016-2021 akan melaksanakan misi kepala daerah pada misi IV yakni Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.
4.2  Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD
Untuk merealisasikan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika, perlu dirumuskan tujuan dan sasaran-sasaran strategis tahun 2016-2021 yang lebih jelas menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar tahun 2016-2021  dirumuskan  sebagaimana berikut :
Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran

Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kominfo Kabupaten Blitar
	NO
	TUJUAN
	SASARAN
	INDIKATOR SASARAN
	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-

	
	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1.
	Meningkatnya kualitas pelayanan kominfo
	Meningkatnya Pelayanan Berbasis Teknologi Informasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik
	Predikat kategori PPID
	A
	A
	A
	A
	A

	
	
	
	Persentase Sistem Infomasi yang aktif 

	n/a
	84.3%
	86.4%
	89.1%
	92%

	
	
	
	Persentase data pembangunan daerah yang tepat waktu
	50%
	50%
	75%
	85%
	90%


4.3   Strategi dan Kebijakan OPD
Strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2016-2021 dapat ditentukan dengan menentukan alternatif strategi melalui analisis SWOT yaitu menelaah pada faktor internal OPD (Kekuatan dan Kelemahan)   dan   faktor   eksternal   OPD   (Tantangan   dan Peluang). Berikut  analisa  penentuan  strategi  pada  Dinas Komunikasi dan Informatika Untuk merealisasikan visi dan misi Kepala Daerah terpilih, perlu dirumuskan tujuan dan sasaran lebih  jelas.  Tujuan strategis Dinas Komunikasi dan Informatika  Kabupaten Blitar  tahun 2016-2021  dirumuskan  sebagaimana  dikehendaki  dalam rumusan visi dengan memperhatikan rumusan misi Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021. 

	ISU STRATEGIS
	KEKUATAN
	ANCAMAN

	
	Peningkatan anggaran untuk

Peningkatan program/kegiatan komunikasi dan informatika
	rendahnya kualitas dan

kuantitas sumber daya aparatur

	
	peningkatan penerapan sistem

informasi dan teknologi di organisasi
	minimnya ketersediaan data

dan penyampaian sistem informasi 

	
	peningkatan kapasitas aparatur

yang telah mengikuti diklat/ bimtek
	SOTK dan tupoksi yang

kurang terperinci

	
	peningkatan dukungan sarana

dan prasarana yang memadahi
	Perencanaan dan pelaporan

yang belum optimal

	
	peningkatan program-program

kementerian terhadap program/kegiatan bidang komunikasi dan informatika
	pelaksanaan sosialisasi dan

pelatihan yang belum maksimal

	
	peningkatan kebijakan -

kebijakan pimpinan yang mendukung tugas-tugas dinas kominfo
	monitoring hasil pelaksanaan

kegiatan yang belum maksimal

	PELUANG
	teknologi pemantauan

perubahan iklim dan IT yang semakin berkembang
	Meningkatkan pelayanan dan keterbukaan informasi publik dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, pengembangan sistem informasi dan pengawasan pelayanan

(I)
	meningkatkan daya saing  daerah melalui pengembangan system informasi dan pelayanan yang lebih baik

(II)

	
	dukungan dan kebijakan

kementerian kominfo dan dinas kominfo propinsi jawa timur yang mendorong peningkatan pelayanan dan keterbukaan informasi publik
	
	

	
	partisipasi dari OPD dan

masyarakat  dalam mendukung kegiatan peningkatan pelayanan dan keterbukaan informasi publik
	
	


	
	Partisipasi masyarakat dalam upaya pengembangan informasi Usaha
	
	

	ANCAMAN/TANTANGAN
	Perlunya perencanaan dan pelaksanaan kinerja berbasis IT
	menciptakan efektifitas organisasi melalui pemenuhan administrasi perkantoran serta sarana dan prasarana secara kualitas maupun kuantitas
	meningkatkan kualitas manaje men organisasi melalui peningkatan soft skill dan hard skill aparatur serta

peningkatan sisten akuntabilitas kinerja dan keuangan

	
	Perlunya system pelayanan yang terbuka dan terpadu
	
	

	
	Masih rendahnya SDM dalam pengembangan teknologi informasi
	
	

	
	dinamika masyarakat yang berubah secara dinamis dalam pengembangan IT
	
	

	
	tuntutan akan

peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur
	
	


Strategi kedepan Dinas Komunikasi dan Informatika  Kabupaten  Blitar  dalam menjalankan Tugas pokok dan fungsi OPD adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatkan pelayanan dan keterbukaan informasi publik dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, pengembangan sistem informasi dan pengawasan pelayanan (S-O), 
2. Meningkatkan pelayanan publik melalui pengembangan system informasi dan pelayanan yang lebih baik (W-O), 
3. Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan soft skill dan hard skill aparatur serta peningkatan sisten akuntabilitas kinerja dan keuangan (W-T)

4. Menciptakan
efektifitas
organisasi
melalui
 pemenuhan administrasi perkantoran serta sarana dan prasarana secara kualitas maupun kuantitas (S-T) 
Berdasarkan
strategi di atas  maka selanjutnya adalah disusunnya Kebijakan OPD guna menjadi program kegiatan OPD nantinya. Berikut kebijakan rumusan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar :
	No.
	Perspektif
	Strategi  1:  Meningkatkan pelayanan dan keterbukaan informasi publik dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, pengembangan sistem informasi, dan pengawasan pelayanan

     (S-O)


	
	
	  Kebijakan Umum
	Program

	1
	Perspektif

Masyarakat
	-
	-

	2
	Perspektif proses Internal
	-
	-

	3
	Perspektif

Kelembagaan
	Peningkatan

Tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan efisien
	· Program pengelolan Informasi dan Komunikasi publik
· Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah

· Program aplikasi informatika dan Infrastruktur TIK

	4
	Perspektif

Keuangan
	-
	-


	No.
	Perspektif
	Strategi 2: meningkatkan pelayanan publik melalui pengembangan system informasi dan pengembangan Kelompok Informasi masyarakat

	
	
	Kebijakan Umum
	Program

	1
	Perspektif

Masyarakat
	Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat
	· Program pengelolan Informasi dan Komunikasi publik



	2
	Perspektif proses Internal
	-
	-

	3
	Perspektif

Kelembagaan
	Peningkatan system pelayanan yang cepat dan transparan
	· Program pengelolan Informasi dan Komunikasi publik



	4
	Perspektif

Keuangan
	-
	

	No.
	Perspektif
	Strategi 3: meningkatkan kualitas manajemen organisasi
melalui peningkatan soft skill dan hard skill aparatur serta peningkatan sistem akuntabilitas kinerja dan keuangan

	
	
	Kebijakan Umum
	Program

	1
	Perspektif

Masyarakat
	-
	-

	2
	Perspektif proses Internal
	
	

	3
	Perspektif

Kelembagaan
	 Peningkatan

pembinaan dan pengembangan potensi kemampuan pegawai dalam kualitas kinerja serta dalam perencanaan dan pelaporan
	Program peningkatan kapasitas sumber daya

	
	
	
	Program Perencanaan,
Penganggaran, Pengendalian dan pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan

	4
	Perspektif

Keuangan
	
	-

	No.
	Perspektif
	Strategi 4: menciptakan efektifitas organisasi melalui pemenuhan administrasi perkantoran serta sarana dan prasarana secara kualitas maupun kuantitas

	
	
	Kebijakan Umum
	Program

	1
	Perspektif

Masyarakat
	
	

	2
	Perspektif proses Internal
	  peningkatan

pemenuhan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana
	Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

	
	
	
	Proram peningkatan sarana dan prasarana aparatur

	3
	Perspektif

Kelembagaan
	-
	-

	4
	Perspektif

Keuangan
	-
	-



Berdasarkan   perumusan   kebijakan   dari
strategi yang telah ditetapkan, maka kebijakan pada Dinas Komunikasi dan Informatika dengan  tabel matriks Linieritas Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, dan Program sebagai berikut :

Tabel. 4.4
Linieritas Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan  Sasaran OPD
	 
	 
	 
	 
	Target
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	Formulasi
	Indikator
	
	Indikator
	Formulasi
	 
	Target Tahunan Sasaran OPD

	Sasaran
	Tujuan
	Indikator
	Perhitungan
	Tujuan
	Sasaran
	Sasaran
	Perhitungan
	 
	 
	
	
	
	 

	 RPJMD
	OPD
	Tujuan
	Indikator 
	 
	 
	OPD
	(Impact)
	Indikator 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Tujuan
	Tahun
	Tahun 
	 
	 
	Sasaran
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Awal
	Akhir
	 
	 
	 
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	ningkatnya Kualitas Pelayanan publik
	Meningkatnya pelayanan kominfo
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kominfo
	hasil survey pada website blitar.go.id
	NA
	Puas
	meningkatnya pelayanan Kesekretariatan OPD
	Indeks kepuasan Aparatur
	Hasil Survey Kepuasan aparatur OPD
	NA
	Baik
	Baik
	Baik
	Baik
	Baik



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Meningkatnya efktifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
	
	
	
	
	
	Mewujudkan Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan Pelaporan yang Berkualitas
	Skor SAKIP OPD
	
	C
	CC
	CC
	B
	BB
	A

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik
	Meningkatnya pelayanan kominfo
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kominfo
	hasil survey pada website blitar.go.id
	NA
	Puas
	Meningkatnya Pelayanan Berbasis Teknologi Informasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik
	Predikat kategori PPID
	hasil Penilaian Provinsi
	Kategori A
	A
	A
	A
	A
	A

	
	
	
	
	
	
	
	Persentase Sistem Infomasi yang aktif 

	sitem inf yang dijalankan dibagi sistem informasi yang dimiliki X 100%
	n/a
	n/a
	84.3%
	86.4%
	89.1%
	92%

	
	
	
	
	
	
	Meningkatnya validitas data pembangunan daerah yang tepat waktu
	Persentase data pembangunan daerah yang tepat waktu
	∑ Buku Data Pembangunan Daerah yang diterbitkan tepat waktu dibagi ∑ target dikalikan 100%
	 
	50%
	50%
	75%
	85%
	90%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1  Matrik  Rencana  Program,  Kegiatan,  Indikator  Kinerja,  Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, sesuai dengan kondisi dan permasalahan  yang dihadapi,  maka Dinas Komunikasi dan Informatika  Kabupaten Blitar, telah menyusun program yang akan dilaksanakan selama tahun 2016–2021,  Adapun  rincian  tujuan,  sasaran,  program,  kegiatan  dan  indikator kinerja dapat dilihat pada tabel 5.1


	Sasaran RPJMD
	Tujuan OPD
	Indikator Tujuan
	Formulasi Perhitungan

Indikator Tujuan
	Target Indikator
Tujuan
	Sasaran OPD
	Indikator Sasaran (Impact)
	Formulasi Perhitungan

Indikator Sasaran
	Program/ Kegiatan
	Indikator Program

(Outcome)

/Kegiatan (Output)
	Kinerja
	Kinerja
	

	
	
	
	
	Tahun
Awal
	Tahun
Akhir
	
	
	
	
	
	2016
	Target 2017
	Realisasi 2017

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kinerja
	Rp.
	Kinerja
	Rp.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Meningkat nya Kualitas Pelayanan publik
	peningka tan Pelayan an  Kesekret ariatan OPD
	Indeks kepuasan Aparatur
	Hasil Survey Kepuasan aparatur OPD
	Baik
	Baik
	meningk atnya pelayana n     Kesekret ariatan OPD
	Indeks kepuasan Aparatur
	Hasil Survey Kepuasan aparatur OPD
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Persentase kepuasan aparatur
	N/A
	82%
	381.297.413


	100%
	379.124.274

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Penyediaan dan peningkatan Administrasi

Perkantoran
	Jumlah Jenis Layanan Administrasi

perkantoran
	N/A
	11


	381.297.413
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	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
	Persentase Sarpras aparatur dengan kondisi layak

fungsi
	N/A
	82%
	407.225.165
	100%
	405.293.141

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Penyediaan dan Peningkatan sarana dan prasarana

aparatur
	Jumlah Sarpras yang berfungsi baik
	N/A
	85
	407.225.165
	85
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
	Persentase peningkatan disiplin aparatur
	N/A
	90%
	27.000.000
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 
	Jumlah Aparatur yang berpakaian dinas seuai ketentuan
	N/A
	27 org
	27.000.000
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Mewujudkan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas
	Nilai SAKIP OPD
	Hasil penilaian SAKIP OPD oleh Evaluator SAKIP OPD
	Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	Persentase dokumen perencanaan, Laporan keuangan   dan Kinerja OPD yang

disusun
	N//A
	70%
	2.730.000
	100%
	 2.730.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	Jumlah dokumen
	
	4
	2.730.000
	4
	

	
	
	
	
	
	
	Meningkatnya Masyarakat yang dapat mengakses in formasi
	Persentase SKPD terkoneksi internet dan  terintegrasi
	
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
	Persentase layanan Publik yang menggunakan Teknologi Informasi (TI)


	N/A
	62%
	1.890.729.422
	55%
	1.882.713.586

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi 


	Jumlah Telecenter yang dikelola
	N/A
	2
	53.283.900
	2
	51.579.457

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 


	Jumlah SKPD yang menggunakan aplikasi LPSE
	N/A
	52
	284.166.037
	51
	283.673.070


	Sasaran RPJMD
	Tujuan OPD
	Indikator Tujuan
	Formulasi Perhitungan

Indikator Tujuan
	Target Indikator
Tujuan
	Sasaran OPD
	Indikator Sasaran (Impact)
	Formulasi Perhitungan

Indikator Sasaran
	Program/ Kegiatan
	Indikator Program

(Outcome)

/Kegiatan (Output)
	Kinerja
	Kinerja
	
	

	
	
	
	
	Tahun
Awal
	Tahun
Akhir
	
	
	
	
	
	2016
	Target 2017
	Realisasi 2017

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kinerja
	Rp.
	Kinerja
	Rp.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Monitoring Menara Telekomunikasi 


	Jumlah monitoring menara telekomunikasi
	N/A
	22 Kec
	82.621.900
	22
	81.222.978

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Koomunikasi dan Informasi
	Jumlah KIM yang dibina
	N/A
	3
	89.408.350
	4
	88.805.450

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
	Jumlah SKPD terkoneksi jaringan internet dan terintegrasi
	N/A
	21
	1.170.958.235
	21
	1.167.141.631

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Jumlah webserver
	N/A
	1
	
	1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Jumlah Dokumen Rencana Induk TIK
	N/A
	1
	
	1
	

	
	
	
	
	
	
	
	Rasio Tindak lanjut Pengaduan Masyarakat
	
	Program penyebarluasan informasi publik penyelenggaraan Pemerintah
	Persentase Desiminasi dan pendistribusian informasi
	N/A
	52
	1.211.016.500
	75
	1.210.342.252

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Penerbitan Majalah Penataran
	umlah majalah penataran yang terbit
	N/A
	7 edisi
	359.024.590
	10 edisi
	358.826.940

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Pemeliharaan dan Pengembangan Website
	Jumlah website yang terpelihara

	N/A
	64
	124.779.650
	52
	124.431.353

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Publikasi Informasi Melalui Media Cetak / Elektronik
	Jumlah media Informasi
	N/A
	5
	621.433.080
	5
	621.360.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik

	Persentase pelayanan informasi dan dokumentasi

	N/A
	80%
	105.779.180
	100
	105.723.959

	
	
	
	
	
	
	Meningkatnya Kemanan Sistem Persandian
	Persentase berita sandi yang diamankan


	
	Program Pengembangan dan Pemeliharaan Data dan Statistik
	Persentase ketersediaan data pembangunan tepat waktu
	N/A
	100%
	133.000.000
	
	132.975.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Penyusunan dan Publikasi Data Pembangunan Daerah
	Jumlah publikasi pembangunan daerah yang disusun
	N/A
	4
	133.000.000
	
	132.975.000

	JUMLAH
	
	
	4.025.998.500
	
	4.013.178.253


TABEL 5.2
 MATRIKS RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BLITAR

TAHUN 2018-2021
	Sasaran RPJMD
	Tujuan OPD
	Indikator Tujuan
	Formulasi Perhitungan

Indikator Tujuan
	Target Indikator
Tujuan
	Sasaran OPD
	Indikator Sasaran (Impact)
	Formulasi Perhitungan

Indikator Sasaran
	
	Target Tahunan Sasaran OPD
	Program/ Kegiatan
	Indikator Program

(Outcome)

/Kegiatan (Output)
	Formulasi Perhitungan

Indikator Program (Outcome)
	
	Capaian Kinerja
	

	
	
	
	
	Tahun
Awal
	Tahun
Akhir
	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	
	
	
	2016
	Tahun 2018
	Tahun 2019
	Tahun 2020
	Tahun 2021
	
	
	JUMLAH

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Target
	Pagu
	Target
	Pagu
	Target
	Pagu
	Target
	Pagu
	awal
	akhir
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	

	Meningkat nya Kualitas Pelayanan publik
	peningka tan Pelayan an  Kesekret ariatan OPD
	Indeks kepuasan Aparatur
	Hasil Survey Kepuasan aparatur OPD
	Baik
	Baik
	meningkatnya pelayanan     Kesekret ariatan OPD
	Indeks kepuasan Aparatur
	Hasil Survey Kepuasan aparatur OPD
	NA
	Baik
	Baik
	Baik
	Baik
	Baik
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Persentase kepuasan aparatur
	∑ aparatur puas dibagi ∑ aparatur kali 100%
	N/A
	90%
	390,000,000
	95%
	402,380,182
	95%
	403,286,720
	100%
	431,210,193
	N/A
	100%
	1,626,877,095

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Penyediaan dan peningkatan Administrasi

Perkantoran
	Jumlah Jenis Layanan Administrasi

perkantoran
	
	N/A
	15 Jenis
	390,000,000
	15 jenis
	402,380,182
	16 jenis
	403,286,720
	18 jenis
	431,210,193
	N/A
	18 jenis
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
	Persentase Sarpras aparatur dengan kondisi layak

fungsi
	Jumlah   sarpras layak fungsi dibagi jumlah seluruh sarpras dikali

100%
	N/A
	80%
	365,000,000
	85%
	376,586,581
	85%
	377,435,008
	90%
	403,568,514
	N/A
	90%
	1,522,590,103

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Penyediaan dan Peningkatan sarana dan prasarana

aparatur
	Jumlah Sarpras yang berfungsi baik
	
	N/A
	145 unit
	365,000,000
	155 unit
	376,586,581
	165 unit
	377,435,008
	175 unit
	403,568,514
	N/A
	640
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	Persentase peningkatan kapasitas  SDM aparatur
	∑Personil  yang  mengikuti Bimtek/ Diklat dibagi ∑ Personil Diskominfo

kali 100%
	N/A
	80%
	80,000,000
	80%
	82,539,525
	85%
	82,725,481
	90%
	88,453,373
	N/A
	90%
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
	Jumlah Aparatur yang mengikuti Peningkatan
	
	N/A
	40 Org
	80,000,000
	40 Org
	82,539,525
	40 Org
	82,725,481
	40 Org
	88,453,373
	N/A
	40 Org
	

	
	
	
	
	
	
	Mewujudkan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas
	Nilai SAKIP OPD
	Hasil penilaian SAKIP OPD oleh Evaluator SAKIP OPD
	n/a
	B
	B
	BB
	BB
	BB
	Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	Persentase dokumen perencanaan, Laporan keuangan   dan Kinerja OPD yang

disusun
	
	N/A
	90%
	25,000,000
	90%
	25,793,601
	95%
	25,851,713
	95%
	27,641,679
	NA
	100%
	104,286,993

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran,L aporan Kinerja dan keuangan OPD
	Jumlah dokumen
	
	
	9
	25,000,000
	9
	25,793,601
	9
	25,851,713
	10
	27,641,679
	N/A
	46
	


	Sasaran RPJMD
	Tujuan OPD
	Indikator Tujuan
	Formulasi
Perhitungan Indikator Tujuan
	Target Indikator Tujuan
	Sasaran OPD
	Indikator
Sasaran (Impact)
	Formulasi
Perhitungan Indikator Sasaran
	
	Target Tahunan Sasaran OPD
	Program/ Kegiatan
	Indikator Program
(Outcome)
/Kegiatan (Output)
	Formulasi Perhitungan
Indikator Program (Outcome)
	
	Capaian Kinerja
	

	
	
	
	
	Tahun
Awal
	Tahun
Akhir
	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	
	
	
	2016
	Tahun 2018
	Tahun 2019
	Tahun 2020
	Tahun 2021
	
	
	JUMLAH

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Target
	Pagu
	Target
	Pagu
	Target
	Pagu
	Target
	Pagu
	awal
	akhir
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	

	Meningkat nya Kualitas Pelayanan publik
	Meningk atnya kualitas pelayana n     kominfo
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kominfo
	hasil survey pada website blitar.go.id
	NA
	Puas
	Meningkatnya Pelayanan Berbasis Teknologi Informasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik
	Predikat kategori PPID
	hasil Penilaian Provinsi
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
	Persentase Informasi Publik yang disediakan Pemerintah Daerah
	Jumlah Informasi yang dipublikasikan dibagi  informasi yang wajib dipublikasikan menuriut UU No. 14 Tahun

2008
	N/A
	70%
	882,500,000
	80%
	910,514,131
	85%
	912,565,464
	85%
	975,751,271
	NA
	85%
	3,681,330,866

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Persentase Lembaga Informasi Publik yang sesuai dengan fungsinya
	Jumlah KIM yang sesuai dengan fungsinya dibagi KIM yang ada di Kab. Blitar
	20%
	20%
	584,200,000
	20%
	602,744,878
	25%
	604,102,826
	30%
	645,930,756
	NA
	75%
	2,436,978,460

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Pengelolaan Media Komunikasi
	Jumlah Media Komunikasi (KIM, Media elektronik dan Media cetak)
	cukup jelas
	3 Media
	3 Media
	584,200,000
	3 Media
	602,744,878
	3 Media
	604,102,826
	3 Media
	645,930,756
	3 Media
	3 Media
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Pengelolaan Layanan Informasi
	Cakupan Layanan informasi (Optimalisasi PPID)
	Jumlah Informasi yang ditanggapi dibagi jumlah seluruh permintaan informasi
	100%
	100%
	480,800,000
	100%
	508,259,009
	100%
	486,565,464
	100%
	525,751,271
	100%
	100%
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Pengelolaan Informasi dan Opini Publik
	Persentase informasi yang diklarifikasi
	informasi dan opini publik yang diklarifikasi dibagi jumlah informasi dan opini publik dikali 100%
	50%
	75%
	401,700,000
	100%
	402,255,122
	100%
	426,000,000
	100%
	450,000,000
	100%
	100%
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Program Sosialisasi Kertentuan di Bidang Cukai
	Persentase sosialisasi ketentuan di bidang cukai
	Jumlah Publikasi dan sosialisasi yang dilaksanakan dibagi   dengan  jumlah target dalam kegiatan kali 100%
	
	100%
	100,000,000
	100%
	110,000,000
	100%
	112,000,000
	100%
	115,000,000
	
	100%
	437,000,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Penyampaian Informasi Ketentuan Perundang- undangan dibidang cukai kepada masyarakat

dan/atau Pemangku
	Jumlah informasi tentang ketentuan dibidang   cukai yang disebarluaska n ke

masyarakat dan/atau
	
	37
publika si 22 Baliho 22

spandu k,   1 kali sosialis asi
	15
publikasi baliho ,8 Spanduk, 1 kali sosialisa si
	100,000,000
	16
publikasi baliho ,10 Spanduk, 1 kali sosialisasi
	110,000,000
	16
publikasi baliho ,12 Spanduk, 1 kali sosialisasi
	112,000,000
	16
publikasi baliho ,12 Spanduk, 1 kali sosialisasi
	115,000,000
	37
publikasi 22

Baliho 22
spanduk
, 1 kali sosialisa si
	210
publikasi

,88

baliho,88

spanduk, 4 kali sosialisa si
	

	Sasaran RPJMD
	Tujuan OPD
	Indikator Tujuan
	Formulasi
Perhitungan Indikator Tujuan
	Target Indikator Tujuan
	Sasaran OPD
	Indikator
Sasaran (Impact)
	Formulasi
Perhitungan Indikator Sasaran
	
	Target Tahunan Sasaran OPD
	Program/ Kegiatan
	Indikator Program
(Outcome)
/Kegiatan (Output)
	Formulasi Perhitungan
Indikator Program (Outcome)
	
	Capaian Kinerja
	

	
	
	
	
	Tahun
Awal
	Tahun
Akhir
	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	
	
	
	2016
	Tahun 2018
	Tahun 2019
	Tahun 2020
	Tahun 2021
	
	
	JUMLAH

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Target
	Pagu
	Target
	Pagu
	Target
	Pagu
	Target
	Pagu
	awal
	akhir
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	

	
	
	
	
	
	
	
	Persentase Sistem Informasi yang aktif
	∑sistem informasi yang dijalankan dibagi
∑sistem informasi yang dimiliki
	n/a
	n/a
	84.3%
	86.4%
	89.1%
	92%
	Program Pengembangan dan  Pemeliharaan Aplikasi Informatika dan Infrastruktur TIK
	Persentase aplikasi yang ada di Pemerintah Kabupaten Blitar
	Jumlah aplikasi yg ada di pemerintah kabupaten Blitar dibagi jumlah kebutuhan aplikasi di pemerintah kabupaten blitar
	75%
	85%
	705,945,164
	90%
	728,354,727
	95%
	729,995,666
	100%
	780,540,386
	75%
	100%
	2,944,835,943

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Persentase area Publik dan OPD yang sudah terkoneksi internet dan terintegrasi
	Jumlah publik area (OPD dan area publik yang terkoneksi Internet terintegrasi dibagi Jumlah publik area dan OPD 
	22%
	50%
	1,754,750,000
	65%
	1,754,750,000
	85%
	1,754,750,000
	100%
	1,754,750,000
	22%
	100%
	7,019,000,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Pengembangan Aplikasi dan tata Kelola E- Government
	Jumlah aplikasi Pemerintah Daerah yang
dibangun
	
	N/A
	2 Aplikasi
	530,945,164
	3 Aplikasi
	553,354,727
	3 Aplikasi
	553,000,000
	3 Aplikasi
	601,370,000
	NA


	11


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Jumlah Dokumen (kajian/SOP) yang
diterbitkan
	
	1
Renca na Induk TIK
	1 dok Rencana Induk TIK
	
	2
Dokumen tata kelola E gov
	
	2
Dokumen tata kelola E gov
	
	2
Dokumen tata kelola E gov
	
	
	2 Dok Rencana Induk  dan  6 dok tata 60 OPD
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Layanan Pengadaan Secara

Elektronik (LPSE)
	Jumlah OPD pengguna Layanan LPSE
	
	51

OPD
	60 OPD
	175,000,000
	60 OPD
	175,000,000
	60 OPD
	176,995,666
	60 OPD
	179,170,386
	51 OPD
	60 OPD
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Pengembangan dan pemeliharaan Infrastruktur TIK dan Jaringan Komunikasi Informasi
	Jumlah OPD yang terhubung jaringan intranet dan
	
	N/A
	46 OPD
	1,549,750,000
	47 OPD
	1,549,750,000
	48 OPD
	1,549,750,000
	28 OPD
	1,549,750,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Jumlah Taman Internet yang dibangun
	
	N/A
	3
	
	3
	
	3
	
	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Peningkatan Sumber Daya TIK
	Jumlah

peserta Sosialisasi
	
	N/A
	50

Peserta
	205,000,000
	50 Peserta
	205,000,000
	50 Peserta
	205,000,000
	50 Peserta
	205,000,000
	NA
	200

peserta
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Jumlah Telecenter dikelola
	
	2 Unit
	2 Unit
	
	2 Unit
	
	2 Unit
	
	2 Unit
	
	2 Unit
	2 Unit
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Jumlah Website resmi Pemerintah yang terkelola
	
	46
websit e
	60
website
	
	60 website
	
	60 website
	
	60 website
	
	46
	60
	


	Sasaran RPJMD
	Tujuan OPD
	Indikator Tujuan
	Formulasi
Perhitungan Indikator Tujuan
	Target Indikator Tujuan
	Sasaran OPD
	Indikator
Sasaran (Impact)
	Formulasi
Perhitungan Indikator Sasaran
	
	Target Tahunan Sasaran OPD
	Program/ Kegiatan
	Indikator Program
(Outcome)
/Kegiatan (Output)
	Formulasi Perhitungan
Indikator Program (Outcome)
	
	Capaian Kinerja
	

	
	
	
	
	Tahun
Awal
	Tahun
Akhir
	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	
	
	
	2016
	Tahun 2018
	Tahun 2019
	Tahun 2020
	Tahun 2021
	
	
	JUMLAH

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Target
	Pagu
	Target
	Pagu
	Target
	Pagu
	Target
	Pagu
	awal
	akhir
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	

	
	
	
	
	
	
	
	Persentas e data pembangu nan  daerah yang
tepat waktu
	∑  Buku Data Pembangun an Daerah yang diterbitkan tepat waktu dibagi ∑ target dikalikan 100%
	
	50%
	50%
	75%
	85%
	90%
	Program Pengembangan Data /Informasi

/ Statistik Daerah
	Persentase ketersediaan data pembanguna n tepat waktu
	Persentase Jumlah Data Pembangunan Tepat Waktu / Jumlah data pembangunan
	NA
	50%
	400,000,000
	75%
	455,000,000
	85%
	510,000,000
	90%
	555,000,000
	NA
	90%
	1,920,000,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Koordinasi, Penyusunan dan Publikasi Data Pembangunan Daerah
	Jumlah dokumen yang disusun
	
	2 buku
	2 buku publikasi
	225,000,000
	3 buku 
	270,000,000
	3 buku 
	270,000,000
	3 buku 
	280,000,000
	2 buku
N/A

N/A
N/A
	8
240
4 buku
10 kali
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Jumlah Peserta capacity

building
	
	N/A
	60

peserta
	
	60 peserta
	
	60 peserta
	
	60 peserta
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Pengolahan, Pemutakhiran dan  Analisis Data  dan Statistik Daerah
	Jumlah Buku Informasi Data (MATA)
	
	N/A
	1 buku MATA
Kecamat an
	175,000,000
	1 buku
	185,000,000
	1 Buku
	240,000,000
	1 buku
	275,000,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Jumlah pemutakhiran Informasi pembangunan
	
	N/A
	2 kali
	
	2 kali
	
	2 kali
	
	2 kali
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Program Penyelenggaraa n Persandian untuk pengamanan Informasi
	Persentase Pengamanan Berita Sandi
	∑ Berita sandi yang diamankan dibagi ∑ seluruh berita sandi yang diterima dikali

100%
	0%
	100%
	235,000,000
	100%
	242,000,000
	100%
	247,000,000
	100%
	255,000,000
	100%
	100%
	979,000,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi
	Jumlah berita sandi yang diterima
	
	25 berita sandi
	25
	235,000,000
	30 Berita sandi
	242,000,000
	35 berita sandi
	247,000,000
	35 berita sandi
	255,000,000
	25 sandi
	125
sandi
	

	JUMLAH
	5,522,395,164
	
	5,690,663,625
	
	5,759,712,878
	
	6,032,846,172
	
	
	


BAB VI

INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
6.1 Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan   Sasaran 
      RPJMD
Tujuan dansasaran RPJMD Kabupaten Blitar periode 2016-2021 yang terkait langsung dengan tugas pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

	Tujuan RPJMD
	:
	Mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel

	Sasaran RPJMD
	:
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik

	Strategi RPJMD
	:
	Menerapkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan efisien

	Arah kebijakan
	:
	Peningkatan standar kualitas pelayanan SKPD


Sebagai komitmen untuk mendukung berbagai kinerja di atas, maka selanjutnya Dinas Kominfo hendaknya menunjukkan kinerja yang sesuai dengan tujuan dan sasran RPJMD.
Adapun Indikator Kinerja Daerah yang diemban oleh Dinas Kominfo adalah sebagai berikut :

	No.
	Fokus/Bidang Urusan dan Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
	Target Capaian setiap Tahun

	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	I.
	Pelayanan Urusan Wajib
 

	16
	Komunikasi dan Informatika
 

	16.1
	Rasio wartel/ warnet Terhadap Penduduk
	0,038
	0,040
	0,146
	0,043
	0,045
	0,046
	0,048

	16.2
	Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal (buah)
	10
	13
	13
	16
	26
	31
	31

	16.3
	Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal (statiun)
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22

	16.4
	Website Milik Pemerintah Daerah
	47
	54
	52
	57
	60
	60
	60

	20
	Statistik

	20.1
	Buku ”Kabupaten Blitar Dalam Angka”
	Ada

	20.2
	Buku “PDRB Kabupaten Blitar”
	Ada


BAB VII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar Tahun 2016 – 2021 merupakan pedoman bagi aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pelaksanaan pembangunan sebagai unit kerja pelaksana bidang perencanaan dan penelitian pengembangan.  Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan informatika ini berdasarkan pada Visi dan Misi Bupati Blitar terpilih sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2016 – 2021 serta tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja  Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar. Selain sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan, juga sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan.
Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan  Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar sebagai salah satu faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar tahun 2016 - 2021.

Demikian Rencana Strategis ini dibuat dengan harapan dapat diimplementasikan secara konsisten.

BUPATI BLITAR,

Ttd
RIJANTO
KEPALA DINAS





SUB BAG SUNGRAM DAN KEUANGAN





SEKRETARIS





JABATAN FUNGSIONAL





SUB BAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN





BIDANG


INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK








BIDANG INFORMATIKA





BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN





SEKSI PENGELOLAAN INFORMASI DAN OPINI PUBLIK





SEKSI PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI





SEKSI LAYANAN INFORMASI PUBLIK





SEKSI INSTRUKTUR DAN KEAMANAN INFORMASI





SEKSI PENGEMBANGAN APLIKASI DAN TATA KELOLA E-GOVERNMENT





SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA TIK





SEKSI STATISTIK SEKTORAL





SEKSI PENGELOLAAN DAN EVALUASI DATA





SEKSI PERSANDIAN





UPTD
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TABEL 5.1


 MATRIKS RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


 KABUPATEN BLITAR


TAHUN 2017











1

Renstra Dinas Kominfo Kabupaten Blitar Tahun 2016 - 2021

